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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui, mengkaji dan menganalisis
yang menjadi latar belakang belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah di
Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten
Lahat dan Kota Pagaralam; (2) Mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan
pengawasan Notaris yang ada di daerah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali,
Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam yang belum
terbentuk Majelis Pengawas Daerah.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data
yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari subjek penelitian dengan cara wawancara menggunakan pedoman
wawancara. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data sekunder
dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengkritisi bahan hukum yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sumatea Selatan tepatnya di Kabupaten
Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan
Kota Pagaralam. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditunjukkan sebagai berikut: (1)
Belum dibentuknya Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Muara Enim,
Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam
karena kurangnya jumlah Notaris di setiap Kabupaten Muara Enim, Kabupaten
Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam,
kurangnya Majelis Pengawas dari unsur akademisi dan tidak adanya Fakultas
Hukum dan sampai saat ini belum dibentuknya Majelis Pengawas Daerah karena
kekurangan dana. (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten
Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan
Kota Pagaralam dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih
ada kendala yaitu karena faktor geografis wilayah, faktor pendanaan dan faktor
waktu pemeriksaan.
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This research aims to: 1) Know, study and analyze the background behind
the formation of the Regional Supervisory Council in Muara Enim Regency, Pali
Regency, Empat Lawang Regency, Lahat Regency and Pagaralam City; (2) Know
and analyze the implementation of Notary supervision in Muara Enim Regency,
Pali Regency, Empat Lawang Regency, Lahat Regency and Pagaralam City where
the Regional Supervisory Council has not yet been formed.

This type of research empirical legal research. The data used consists of
primary data and secondary data. Primary data obtained from research subjects by
means of interviews using interview guidelines. Secondary data obtained by
literature study. Secondary data is carried out by reading, examining and
criticizing legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal
materials and tertiary legal materials. The location of the research was carried out
in South Sumatea Province, precisely in Muara Enim Regency, Pali Regency,
Empat Lawang Regency, Lahat Regency and Pagaralam City. The analysis was
carried out using qualitative methods.

Result and discussion of the reserach show that: (1) The Regional
Supervisory Council has not been established in Muara Enim Regency, Pali
Regency, Empat Lawang Regency, Lahat Regency and Pagaralam City due to the
lack of number of Notaries in each Muara Enim Regency, Pali Regency, Empat
Lawang Regency , Lahat Regency and Pagaralam City, the lack of a Supervisory
Council from the academic element and the absence of a Law Faculty and so far
the Regional Supervisory Council has not been formed due to lack of funds. (2)
The implementation of supervision of notaries in Muara Enim Regency, Pali
Regency, Empat Lawang Regency, Lahat Regency and Pagaralam City is carried
out in accordance with applicable regulations, but there are still obstacles, namely
due to geographical factors, funding factors and time of examination.
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